WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 23
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)

Men:mbang

KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang
meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Kota
(RKPK) berkenan; (2) Keadaan yang menyebabkan
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; serta (3)
Adanya kewajiban dari tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan; (4) Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca
Pandemi Covid-19, maka Rencana Kerja Pemerintah
Kota (RKPK) Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota
(RKPK) Kota Subulussalam Tahun 2022;

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec.Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Email sandi.kota subulussalam@acehprov.go.id Telp (0627)2431010, Fax.(0627) 2431011




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Subulussalam
Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan




10.

13.

14.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2034 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
496).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 /PMK.07 /2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Pemulihan Nasional untuk




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur® Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Subulussalam Tahun 2014-2034;

Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran
Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam
Nomor 85);

Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-
2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun
2018 Nomor 1);

Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021
Nomor 6);

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun
2019-2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun
2021 Nomor 48);

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Kota
Subulussalam Tahun 2022 (Berita Daerah Kota
Subulussalam Tahun 2021 Nomor 23}




Menetagpkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK) KOTA
SUBULUSSALAM TAHUN 2022.

Pasal 1

Mengubah lampiran Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kota (RKPK) Kota Subulussalam Tahun 2022 (Berita Daerah
Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 23.

Pasal 2

Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Kota (P-RKPK)
Subulussalam Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN
BAB Il EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

SUBULUSSALAM

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA
SUBULUSSALAM

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA
SUBULUSSALAM

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan




Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam

pada tanggal :_12 September 2022M
16 Safar 1444H

Diundaagkan di Subulussalam
pada tanggal 12 September 2022




